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ABSTRAKSI

CLAUDIA DIVA REDU, Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Juli, 2008, Upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang
dilakukan oleh PJTKI illegal ( studi di Kantor Kepolisian resor Ponorogo)
Dr. Suhariningsh, SH. SU., Mudayati P. Sumarman, SH, CN

Sgak Repdita |l dan saring dengan meningkanya isu globdisag,
mobilitas penduduk ke luar negeri mulai mendapat perhatian dari Pemerintah.
Mobilitas penduduk ke luar negeri terus meningkat karena samakin
kompleksnya masdah kependudukan di Indonesia terutama berkatan dengan
ketenagekerjaan juga yang bekatan ea dengan pemenuhan  kebutuhan
hidup. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi membutuhkan kesempatan
keja yang cukup banyak. Sebdum krigs, upaya untuk penciptean lgpangan
kerja terus dilakukan oleh pemerintah, antara lan medui  pembangunan
indugri-industri  baru  dan  pengembangan  agribisnis namun  tetgp  beum
mampu menampung jumlah angkaian kerja yang semakin menumpuk. Kondis
ini smakin  parah  ketika Indonesa mengdami  kriss ekonomi  yang
mengakibatkan banyak terjadi kasus PHK (1 pemutusan hubungen kerja )
sehingga tingginya angka pengangguran. Pengangguran ini merupekan salah
sau ckd bekd lahimya Tenaga Kerja Indonesia yang ruang lingkupnya
terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersigpkan
ussha, mereka yang tidek mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapat  pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum
mempunya penghedlan yang cukup untuk  memenuhi - kebutuhan  hidup.
Upaya membantu mengatas permasdahan terssbut maka Pemerintah
menydenggarakan program  kerjasama  dengan  negara-negara  tetangga  dan
negaa mau, yatu kejasama pengiriman Tenaga Keja Indonesa di luar
negeri  dilengkgpi dengan pirati  hukumnya ddam Undang- Undang No.39
tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa di
luar negeri.

Mohilites penduduk dengan memanfaetken peluang kerja di luar negeri,
diperkirakan ekan tetap menjadi pilihen para pencari kerja sgpanjang kondis
perekonomian Indonesa mash bdum mampu menyergp jumlah tenaga kerja
yang ada. Aga aus migras pekerja keuar negeri dgpa berlangsung dengan
aman dan tertib, pemerintah perlu memberiken perhatian yang serius sehingga
dagpat mengantisped tejadinga hathd yang dgpat merugiken migran pekerja
Di samping itu juga untuk menjaga hubungan balk dari mesng-masing negara

uan.

R Ddam prosss untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pencari kerja
diharapkan pada dua dternatif jdur penempatan, yaitu secara legd dan illegd,
jdur legd aau resmi merupekan program yang difaslitas oleh pemerintah
dengan maksud untuk memberi pengawasan dan pelindungan kepada migran
pekerja Sementara jdur illegd hanya bissanya dilakukan mddui  bartuan
pihak ketiga

Bawyak pduang tejadinga  kgahaan dan  pdanggaan  ddam
pelaksanaan penempatan TKI keduar negeri oleh PJTKI maupun yang
mengatas namakan perusshaan jasa dan sering disebut dengan PJTKI illegd.
Berbaga macam kgahatan itu diantaranya penipuan yang dilakukan terhadep
Cdon Tenaga KerjaIndonesia/ CTKI atau TKI.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak negatif dari globdisas, trands masyarekat menuju Ssem
indudridissed dan reses ekonomi dgpat membuat terjadinga  penyempitan
lgpangan  pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, seta  dgpat  mendorong
semakin maraknya pergerakan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Krigs ekonomi bebergpa tahun bdakangan ini merupskan sdah satu
faktor meningkatnya angka pengangguran. Kandis  demikian  semekin
diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK). Rendahnya penyergpan tenaga kerja di ddam negeri juga depat
mendorong pekerja untuk mencari dan memanfastkan kesempatan kerja di
luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarken diluar negeri biasanya reatif
lebih bak dibandingkan dengan upah pekerjaen sgenis diddam negeri. Sdan
itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat  dengan
kenyataan bahwa surplus tenaga kerja unskilled kian banyak.

Para pencari kerja yang seperti ini dgpat ditemui di Kota Kabupaten
Ponorogo dimana masyarakatnya sudah terbiasa dengan berita kesempatan
bekerja di luar negeri lebih menjanjiken, dan hd ini tdah berlangsung lama
Keterbatasan kesempatan kerja di daerah dan tingkat upah yang jauh berbeda
dengan luar negeri juga dgpat memiliki pengaruh yang besar terhedap

peningkatan minat masyaraket untuk bermobilitas keluar negeri, sdain itu ada



fektor lan yang mendorong mobilites maesyarakat ponorogo kduar  negeri
yatu anggepan dari Cdon Tenaga Kerja Indonesa (CTKI) bahwa adanya
pduang menggunekan jaur den prosss illegd yang jauh lebih mudah den
murah.

Potens mobilites penduduk ddam konteks sudi ini diatiken sebagai
caa aau bentuk perpindahan penduduk untuk mencari  pekerjaen dengan
memanfaetken fadlitas peuang keja ke luar negeri. Sementara yang
dimeksudkan dengan fedlitas pduang keja ke luar negei addah semua
kebijakan atau peraturan serta  kemudahantkemudahen yang diberiken oleh
Pemerintah. Untuk mendapeatken faslitas peuang kerja ke luar negeri, pencari
kerja tidek sga dapat memperolehnya mddui pemerintah tetapi juga ada yang
diberiken oleh pihek non pemerintah aau cdoftekong, yang kemudian ini
disebut sebagai illegd. Bagaimana penergpan hukumnya ?

Berbicara mengenal  penergpan dan penegakkan hukum, maka penulis
tertarik pada inditus Polri  khususnya Kepolisan Resor Ponorogo (Polres
Ponorogo) yang meupekan sdah sau  inditus  pemerintahan  bidang
keamanan dan ketetiban masyarakat yang tugasnya bersentuhan langsung
dengan permasadahan diatas dari kacamata hukum pidana. Tugas Polri tersebut
digur ddam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan
bahwa Polri memiliki tuges utama daam penegakan hukum (enforce the law)
dan peayanan (to serve) masyarakat. Disamping itu, penulis memilih Polres
Ponorogo karena memiliki  kewenangan hukum di wilayah ponorogo dimana

kota tersebut merupeken sdah sau kota di Jawa Timur yang memiliki



kontribus cukup besar ddam pengiriman Tenaga Keja Indonesa ke luar
negeri.
Penditian tentang penipuan yang dilakukan oleh perussheen jasa tenaga kerja
ilegd ini dilakuken di wilayah hukum Polres Ponorogo dengan  karakteristik
daerah sebegal berikut ;
1 Geogréfi
a. Keadaan geografi Kabupaten Ponorogo terdiri dari 80 % daratan dan
20% addah pegunungan
b. Luaswilayah Kabupaten Ponorogo 1.354.009 Hektar
c. Batasbatas wilayah Kabupaten Ponorogo :
a Utaa : Kabupaen Madiun
b. Timur : Kabupaten Nganjuk, Kediri, dan Trenggaek
c. Sdatan : Kabupaten Trenggaek dan Peacitan
d Barat . Kabupaten Wonogiri dan Mageten
2 Demografi
a Jumlah penduduk Kabupaien Ponorogo sekitar 909.998 jiwa (data dexi
bulan juli 2007)
b. Komposis penduduk ;

) WNI laki-laki ;455047 jiwa
Perempuan . 444.783jiwa
Jumlah : 899.8%0jiwa
2 WNA laki- &k : 166 jiwa
Perempuan 102 jiwa

Jumlah ; 268 jiwa



3 Sumber Daya Alam
Sumber daya dam yang ada di wilayah hukum Polres Ponorogo antara
lan di bidang Petanian yatu tanam padi yang sudah menyebar di wilayah
pedessan dan empon-empon aau polorgo aau janggdan di wilayah
sdatan yaitu di Kecamatan Ngrayun, Sooko dan Slahung.
Dibidang perkebunan, antara lan tebu yang terssbar kecudi bebergpa
Kecamatan antara lain Kecamatan Ngebel, Ngrayun, Sooko dan Sahung.
Tanaman cengkeh, pinus dan kayu jati juga cukup banyak dijumpal.
SS9 Indudri dapat dijumpa antara lan Tenun Mori, Kerginan kayu,
pebrik tepung tgpioka, produks genteng, minyak kayu putih, dan minyak
terpentin.
Bideng petambangan mdiputi minyak kayu putih, pengolahan kayu
ebonit, kerginan reog, pengolahan kulit dan penyadgpan geteh pinus dan
kayu hasil hutan.
Ideologi Pencesila sebega desar negara republik Indonesa tdah mantep
dihayati oleh masyarakat Ponorogo secara utuh namun mash di waspada
adanya bahaya laent komunis dengan memanfaatkan cdahcdah
kedlemahan Pemerintah dari sudut penanganan perkara Demikian hanya
stigp perubshan Suhu Politik dirasskan tidek begitu menonjol  dan  tidek
adatanda-tanda kriminditas yang bertendens palitik.
Lgu pekembangan ekonomi Ponorogo mash mengdami kesulitan karena
mayorites penduduk Ponorogo bermata pencaharian  petani  penggarap

pedessan yang sanga bergantung pada hesl  pertanian.  Sedangkan



sshagian  penduduk lannya bekerja di luar negeri, dengan menjud
sebagian tanah mereka aau kontrak dengan Koperas Simpan Pinjam atau
KSP yang menyebar di Ponorogo.

Bidang sodd budaya, adat idiadat masyarekat Ponorogo mash cukup
kua terpdinara den tidek ada tanda-tanda adanya pengaruh budaya luar
yang masuk Ponorogo, yang terkena adalah Reog Ponorogo.

Masdah diran kepercayaan masyarakat banyak berkembang di wilayah
Ponorogo  dilinat  dai  banysknya perkumpulan—perkumpulan  diran
kepercayaan yang berpotens terbentuknya agama baru.

Masdah sodd mash perlu kewaspadaan Pemerintah tentang lulusan
SLTA karena tidek semua lulusan SLTA dapat tertampung di Perguruan
Tinggi, karena faktor hesl pendidikennya dan fektor biaya sehingga perlu
dibukenya lgpangan pekerjaan yang  dapat menampung lulussn SLTA
tersebut. Sdah satu upaya yang dilakuken oleh Pemerintah yaitu Dinas
Tenaga Kerja bekerjasama dengan PJTKI yang ada medui program
program pengiriman TKI aau TKW ke luar negeri. Kota Ponorogo atau
yang szing dikend dengan Kota Reog, terdiri dai 21 (dua puluh satu)
kecamatan dan tigptigp kecamatan sudah menjamur Perusshaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI yang menydurkan Cdon Tenaga Kerja
Indonesia / CTKI, sehingga bila dikordaskan permasdahan pidana, sdah
saunya penipuan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia oleh

PJTKI illegd cukup banyak.



Menurut data akhir tahun 2007 dari Dinas Tenaga Kerja pemerintah
Kabupaten Ponorogo telah mencatat  sebanyak 2 (dua) Perusshaan Jesa
Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI, 10 (sepuluh) cabang Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesa / PJTKI, dan ssbanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit
Pdayanan, Penyuluhan, Pendaftaran Cdon Tenaga Kerja Indonesa /
UP3CTKI. Sedangken Satuan Fungs Intdkam Polres Ponorogo teah
mencatat sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusshean Jasa Tenaga Kerja
Indonesia/ PJTKI yang belum terdaftar.

Kota Kabupaten Ponorogo memiliki sgumlah Perusshaan jasa Tenaga
Kerja Indonesa / PJTKI namun tidek semua perusshaan tersebut sudah
memiliki ijin sesua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ddam
Undang-undang No. 30 Tahun 2004 pasd 12 Bab IV tentang Pelaksanaan
Penempatan TKI diluar negeri waib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI
dai Menteri, sehingga tindsk pidana / keahatan dengan modus operandi
penipuen ( pasd 378 KUHP ) yang dilakukan oleh perusshaan jasa tenaga
kerja / PITKI illegd yaitu dengan memiliki peuang cukup besar terjadi di
Kabupaten Ponorogo.

Adanya kemungkinankemungkinan diatas menaik penulis  untuk
mengangkat upaya Polri ddam mengungkap modus operandi penipuan yang
dlskkan oleh PITKI (Perusshaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegd di

Kabupaten Ponorogo.



B. Perumusan Masalah
Dai urdan laar beakang maesdah tersebut di aas dgpat dirumuskan
pemasdahan yang merupaken fokus pengkgian ddam penditian empiris,
yatu:

1 Upaya ga sgekah yang dilskuken Polri untuk mengungkep kasus
penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Peruschaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia) illegd ?

2 Kendda-kendda gpa sgekah yang dihadepi ddam mengungkap kasus

kasus penipuan tersebut ?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sabagal berikut:

1 Untuk mengetahui dan memahami upaya gpa sgakeh yang dilakukan
khususnya polres Ponorogo ddam mengungkep kasus penipuan  yang
dilakukan oleh PITKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegd.

2 Untuk mengetahui  dan memahami kendda gpa sga yang dihedapi polres
Ponorogo ddam mengungkep kasus penipuan yang dilakuken olen PITKI

(Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegd .



D. Manfaat Pendlitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penditian ini addah sebaga
berikut:
1 Teoritis
Penditian ini dihargokan dapat mengembangkan ilmu hukum  khususnya
hukum pidana den hukum-hukum lainnya yang terkat misdnya Undang
Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa di Luar
Negeri, Hukum Perburuhan, dan sebagainya
2 Prektis
Penditian ini diharapkan dgpat menjadiken tolak ukur sgauh mana
penegekkan hukum yang berkaitan dengan penipuan oleh PJTKI sudeh
dilaksanakan secara optimdl.
a. Bagi Penulis
Memperluas pengetahuan tentang perind proses penyidiken den lebih
mengembangkan pendaran, membentuk pola pikir dinamis sekaigus
untuk mengetahui  kemampuan penulis ddam menergokan ilmu yang
diperdeh.
b. Bagi Kadangan Akademik
Penditian ini dihargpkan dapat menambah wawasan tentang hukum,
khuausnya hukumrhukum  yang  bekatan dengan Tenaga Kerja

Indonesa



c. Bagi Masyarakat
Memberikan informas dan pengetahuan tentang upaya dan kendda
yang dilakukan olen pihak Kepolisan Negara Republik Indonesa
ddam mengungkep kasus penipuan PJTKI (Perusshaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesa) ILLEGAL sebaga bentuk pengungkepan suatu
kgahatan, sehingga masyarekat sadar bahwa Polri ddam melakukan
upaya seua dengan auran yang ada, guna memperoleh jawaban das
kasus kgahatan yang terjadi dan dapat meakukan penangkapan,
penahanan dan sebagainya terhadgp peaku kgahatan. Dan dihargpkan
dapat menambah wawasan tentang hak dan kewsgiban menjadi tenaga
kerja Indonesa / TKI sebdum meeka berangkat dan memiliki
pengetahuan tentang adanya jaminan hukum.

d. Bagi Perwsahaan Jasa Tenaga Kerja sebaga Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerjalndonesia ( PITKI )
Penditian ini dihargpkan dgpat menambah wawesan tentang adanya
hukum yang haus ditedi, yatu hukum yang mengaur bagi
Perusshaan Swasta yang bergerak dibidang jasa penyduran Tenaga
KerjaIndonesa/ TKI ke luar negeri.

e. Bagi Pemerintahan (Departemen Tenaga Kerja/ Depnaker)
Penditian ini dihargokan dgpa dipergunekan sebaga andiss yuridis
atas proses pdaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesa / TKI di
luar negeri dan dapat dijadiken sebaga bahan petimbangan untuk

mewujudkan suatu Sstem yang bak.



f. Bagi Polri padaumumya
Mddui eksploras tentang upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo
ddam mengungkap kasus penipuan yang berkaitan dengan Tenaga
Kerja Indonesa / TKI dihargoken depet diikuti begi polrespalres lain

yang berada di Indonesia ddam mengungkap kasus-kasus serupa.

E. Sistematika Penulisan
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran, TugasPokok dan Wewenang Polri
1 Peran Palri.
Peran sdigp anggota polri ddam penditian ini termasuk ddam  hukum
pidana subjektif yang bekatan dengan hukum pidana formil atau
KUHAP. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik addah
pgabat polis Negara Republik Indonesa atau pgabat pegawa negeri Spil
tetentu yang diberi  kewenangan khusus oleh undang-undeng untuk
meakukan  pewidikan”. Unsur  subjektif ddam pasd ini  addah

berkewenangan untuk menyidik.

Sementara Pasal 6 KUHAP menyebutkan :
(1) Peyidik addah:
a pgabat polri
b. pgabat pegawa negeri dpil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang
(2) Syarat kepangkatan pegbat sebagamana dimeksud ddam aya (1)
akan diatur lebih lanjut ddlam peraturan pemerintah.
Adapun peabat Polri yang dimaksud penulis ddam pendlitian ini dengen
susunan organisss menurut - Keputusan Kapolri No.Pol.:  KEP/54/X/2002
tanggd 17 Oktober 202 tentang Organisss dan Tata Kerja Polres, yatu

sehagal berikut :



1. Unsur Pimpinan
a Kapolres
b. Waka Polres
2. Unsur Pelaksana Stef

a. Bagian Operas (Bag Ops)
1) KepaaBagian Operas (Kabag Ops)
2) Kepaa Subbagian Pembinaan Operas (Kasubbag Bin Ops)
3) Kepaa Subbagian Perawatan tahanan (Kasubbag Wattah)
4) Bintaraadminisras
5) Bantuan Umum / PNS

b. Bagian Pembinaan Kemitraan (Bag Bina Mitra)
1) KepadaBagian Pembinaan Kemitraan (Kabag BinaMitra)
2) Kepada Subbagian Bimbingan Masyarakat (Kasubbag Bimmas)
3) Kepada Subbagian Kerma (Kasubbag Kerma)
4) Bintara Administras (Bamin)
5) Bantuan Umum/ PNS

c. Bagian Adminisras (Bag Min)
1) KepdaBagian Adminidras (Kabag Min)
2) Kepda Subbagian Perencanaan (Kasubbag Ren)
3) Kepada Subbagian Persone (Kasubbag Pers)
4) Kepaa Subbagian Latihan (Kasubbag Lat)
5) Kepaa Subbagian Logistik (Kasubbag Log)
6) BintaraLatihan/ BintaraMateril (Bdat / Bamat)

7) Bantuan Umum/ PNS



3. Unsur Pdaksana Khusus
a Urusan Telematika (Ur Telematika)
b.  Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)
c. TataUsahadan Urusan Dalam (TAUD)
4. Unsur Pelaksana Utama
a SentraPelayanan Kepolisan (SPK)
b. Satuan Intdijen Keamanan (Sat Intelkam)
c. Satuan Reserse dan Krimind (Sat Reskrim)
Satuan reskrim ini bertuges untuk melakukan penegakkan hukum
(enforce the law) yatu mdakukan proses penydidiken dan
penyidiken, dan sauan ini memiliki  bebergpa orang Penyidik
sesuai dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP.
c. Satuan Samapta
d Satuan Lau Lintas (Sat lantas)
5. Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan addah Kepolisan Sektor yang

disingkat dengan itilah Polssk.

2 Tuges Pokok Polri menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisan Negara Republik Indonesa
a Pasa 13 huruf b dan c, berbunyi :
Tugas pokok Kepolisan Negara Republik Indonesiaaddah :
ad Menegakkan hukum;
b Membeikan pelindungan, pengayoman, dan peayaan kepada

masyarakat.



Penjelasan:

Rumusan tuges pokok tersebut bukan merupakan  urutan prioritas
ketigatiganya sama penting, sedangken ddam peakssannya tuges
pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada Stuas
masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasanya ketiga
tugas pokok tersebut dilaksanakan secara terus-menerus dan  dapat
dikombinaskan. Disamping itu, ddam pdaksanaan tugas ini harus
didesykan pada norma hukum, mengindahkan norma agama,
kesopanan, dan kesudlaen, sarta menjujung tinggi hek asas manusa
(HAM).

Pasdl 14 aya (1) huruf ¢, d , e g,i, j, k , den | berbunyi :

(1) Ddan mdaksanakan tugas pokok sebagamana dimeksud ddam

Pasdl 13, Palri bertugas:

c. membina  masyarakat ~ untuk  meningkatken  patisped
mesyarakat, kesadaran hukum masyarekat serta ketastan
masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;

d. turut sarta ddam pembinaan hukum nesiond,;

e. memedihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,;

g mdakuken penydidikan dan penyidiken terhadgp semua tindek
pidana sesua dengan hukum acara pidana dan  peraturan
perundang-undangan lainnya;

i. medindungi kesdamaan jiwa raga, hata benda, masyarakat

dan lingkungen hidup, dai gangguen ketetiban dan  aau



bencana temasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak ases manusa (HAM);

j. meayani kepentingan masyaraka untuk Sementara  sebelum
ditangani oleh ingans dan atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarekat sesua  dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisan serta

l.  medaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang: undangan.

3 Waewenang Palri.
a. Yang menjadi wewenang Umum Polri sesuai pasd 15 aya (1) antara

lain

1 menerimalgporan dan atau pengaduan;

2 meaksanakan pemerikssan khusus sebaga bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;
Penjelasan :
Tindaken kepolisan addah upaya peksa dan aau tindsken lan
menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib
dan tegeknya hukum sata terbinanya ketentraman di ddam
masyaraket;

3 mdakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

4. mengambil gdik jai  dan identites lannya sata  memotret
Seseorang;

5 mencai keterangan dan barang bukti;



b.

7.

Penjdlasan :

Keterangan dan barang bukti dimeksud addah yang berkatan bak
dengan proses pidana maupun ddam rangka tuges kepolisan pada
umumnya

memberi  bantuan pengamanan ddam ddang dan  peaksanaan
putussn  pengadilan, kegigdan indand  lan, sata  kegiaan
masyaraket;

Menerima dan menyimpan barang sementara wakiu.

Wewenang lan Polri sesua dengan peraturan  perundang-undangan

lainnyadadam pasa 15 ayat (2) antaralan:

1

memberikan ijin operasond dan meakukan pengawasan terhadap
badan usaha dibidang jasa pengamanart
melaksanakan kewenangan lan yang temasuk ddam  lingkup

tugas kepaligan.

Pasd 16 aya (1), ddam mnydenggaakan tuges sebagamana

dimaksud ddam pasd 13 dan 14 UU No.2 tahun 2002 dibidang proses

pidana, Polri berwenang untuk :

1

meakukan  penangkgpan,  pendhanan,  penggeledahan,  dan
penyitaan;

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidk ddam
rangkapenyidikan;

menyuruh berhenti orang yang dicuriga dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengend diri;



meakukan pemerik saan dan penyitaan suret;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebega tersangka
aau sks;

mendatangkan orang ahli yang dipelukan ddam hubungannya
dengan pemeriksaan perkarg;

mengadakan penghentian penyidikan;

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

menggukan permintean secara langsung kepada pgabat  imigras
yang bewenang ditempat pemerikssan imigras ddam  keadaan
mendessk atau terdadak untuk mencegah aau menangka orang

yang disangka mdakukan tindek pidang;

10. meakukan tindekan lain menurut hukum yang bertanggung jaweb.

d. Tindsken lan menurut hukum yang bertanggung jaweb sebagamana

ayd () huruf | addah tindekan penydidiken den penyidiken yang

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1

2

tidak bertentangan dengan suetu aturan hukum;

saas dengan kewgiban hukum yang mengharuskan tindakan
terssbut dilakukan;

harus patut, masuk aka, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

menghormati hak asasi manusia.*

1 Divis Pembinaan Hukum Polri,Undang —Undang Kepolisan Negara Republik Indonesia, jilid
1, cet. Ke-2, Jakarta, Inkoppol, 2002, him. 60-65.



B. Pengertiam Tindak Pidana, Penipuan dan Modus Operandi.

1 Tindsk PFdana sing dikend ddam masyaska kita dengan idilah
kejahatan atau pelanggaran .
Yang dimaksud dengan tindek pidana addah ketentuan berupa rumusan
tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pesf) yang dilarang  untuk
dilakukan oleh orang dan yang diseta ancaman pidana tertentu begi
barang sSapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.?
Semua ketentuan tersebut diatas dikumpulken menjadi ssbuah buku yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diddamnya juga memuat
kgahatan maupun pdanggaran yang masng-masing ditulis terpissh ddam
Buku Il den buku Ill. Tindek pidena ini diurakan dari sudut objek
kgahatan menjadi dua yatu Keahatan terhadgp nyawa dan Keahaan
terhadgp benda Penipuan ddam konteks penditian ini addah kgahaan
tentang perbuatan curang atau bedrog.
Petanggungjavaban  pidananya  ditujukan  bagi  barangsgpa  yang
meakukan perbuatan yang sudah dilarang tersgbut.
Sedangkan yang dimeksud dengan tindek pidana menurut Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan addah segda tindak pidana
dibidang ketenagekerjaan yang tdah diaur ddam Bab XVI bagian
pertama tentang ketentuan pidana. Diddam Undang-undang ini cenderung
mengatur tentang Tindek pidana yang hanya mengikat ddam rangka

perlindungan terhadgp tenaga kerja untuk menjamin hakchak dasar pekerja

2 DrsAdami Chazawi, SH, Kgahatan Terhadap Tubuh & Nyawa ,PT Rga Grafindo Persada,
Jekarta, Kata Pengantar him.V11



dan kesamaan kesampatan kerja tanpa diskrimines ddam mewujudkan

kesgahteraan pekerja  Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa (PPTKI) Ke Luar

Negeri menjdaskan tindek pidana ddam Bab XIIlI tentang Ketentuan

Pidana Pasd 102. Tindek pidana yang dimaksud daam Pasd 102 tersebut

meliputi Ssetigp orang yang :

1. Mengdihkan aau memindahtangankan Surat ljin PPTKI (SIPPTKI),

2. Mengdihkan aiau memindahtangankan Surat 1jin Pengerahan (SIP),

3. Meéakukan perekrutan calon TKI yang tidek memenuhi persyaratan,

4. Menempakan cadon TKI yang tidek lulus uji kompetens,

5. Menempatkan TKI tidek memenuhi persyaratan kesehatan dan
psikalog,

6. Menempatkan TKI tanpa memberikan perlindungan program asurang,
dan

7. Memperlekuken cdon TKI tidek wgar dan tidek manusawi sdama
masa penampungan.

Yang dimeksud dengan PJTKI illegd ddam penditian ini addah setiap

orang yang dengan sengap meakukan perbuaian tipu mudihat  atau

rangkaan kebohongan ditujuken kepada orang lan seolarolah  memiliki

PJTKI atau sedang bekerja ddam PJTKI yang terdaftar dan secara

adminigratif telah memiliki SIPPTKI dan atau SIP, untuk menyerahkan

uang muka guna menuruti rangkaian kebohongan tersebut yaitu sebega

persyaratan. Jadi acuan ddam tindek pidana ini  berdasarkan unsur-



unsurnya lebih mengarah kepada pidana penipuan sesual yang  diatur

ddam pasd 378 KUHP. Adgpun tindak pidana ini termasuk jenis tindak

pidana biasa dimana sftigp unsur  penipuannya terpenuhi dan  karena
rdevansnya menggunakan KUHP maka berlaku asas legditas seperti
yang diatur dalam pasal 1 KUHP.

2 Kgahdan penipuan atau yang dikend dengen idilah bedrog juga diartiken
sebagal perbuatan curang, dimana dimuat ddam Bab XXV Buku Il KUHP
dai pasa 378 gd 395. Penipuen ini sendiri mempunya dua pengertian
yatu;

1 Ddam ati luas yatu semua kgahaan yang dirumuskan ddam Bab
XXV KUHP.

2. Ddam ati sempit yatu bentuk penipuan yang dirumuskan ddam pasa
378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususya) aau yang biesa
disebut dengan oplicthting.

Penipuan diatiken oleh Kamus Hukum “dengan &kd, tipu daya, keadaen

palsu menguntungkan diri sendiri“# .

Pengertian penipuan ddam bentuk pokok merurut pasad 378 KUHP

antaralain:

“ Baang Sgpa dengan meksud hendak menguntungkan dirinya atau
oang lan dengan mdawan hukum, bak dengan memaka nama
pdsu aau pei keadsean yang pasu, bak dengan tipu mudiha,

maupun dengan rangkaan kebohongan, membujuk orang Supaya

3 Adami Chazawi, 2003. Kgjahatan terhadap Harta Benda.Malang : Banyu Media, him.115
4 JCTS morangkir, SH. dkk. 2000. Kamus Hukum, Jekarta: Sinar Grafika, him.125



memberikan suatu barang aau supaya membuat utang atau

menghapusken  piutang, dipidana karena penipuan dengan  pidana

perjara selamalamanya empat tahun”® .

Yang diancam hukuman dengan pasd ini idah orang yang membujuk

orang lan supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang

atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan;

1

2.

3.

4,

Tipu mudihat
Rangkaian kebohongan
Nama pasu

Peri keadaan palsu

dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri aau orang lain :

Membujuk idah menanamkan pengaruh  demikian rupa terhadap
orang, sehingga orang yang dipengauhinga mau  berbuat  sesuatu
seua kehendaknya, padehd apabila orang itu mengetehui duduk sodl
sebenarnya, tidek akan mau melakukan perbuatan itu.

Mengena “barang” sesua penjebsan sebeumnya.

Mengena “membua utang® aau “menghgpuskan piutang’ sesua
pasal 368 KUHP.

Mengena caa memberikan barang, tidek mutlak harus diserahkan
kepada terdekwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak
mutlek pula harus orang yang dibuyjuk itu sendiri. Hd ini boleh

dilakukan oleh orang lan.

5 Prof. Modljatno, SH. 1959. Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Jekarta PT Bumi Aksara,

him.133



- “Menguntungken diri  sendii dengan  meawan  hukum®  berati
menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

- “Tipu mudihat* idah suau tipu yang diaur sedemikian rupa regpinya,
shingga orang yang berpikiran norma pun dapat memepercaya
kebenaran yang ditipukan itu.

- “Rangkaian kebohongan" idah susunan kdimat-kdimet bohong yang
tersusun  sedemikian rupa sehingga kebohongan yang sau  ditutupi
dengan kebohongan yang lain, sehingga ksduruhannya merupakan
ceritatentang sesuatu yang seakan-akan benar.

- “Nama pdsu’ idah nama yang bukan nama ssbenarya : misdnya
Samin diganti dengan Sman

- “Pei keadean pdsu’ misdnya sessorang yang tidek mempunya
sesuatu jabatan mengaku dan bertindek sebagal pegawa polis, notaris,
padtor, pegawal kotamadya, pegawa postel, dan sebagainya

- Mengena barang tidek diberikan defenis yang tepat, apakah itu milik
sendii aau milik orang lan. Jadi membujuk orang lan supaya
menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenekan pesal ini, asd
sgaanadir-anadr lain dipenuhi.

Pengertian Modus Operandi

Sdigp tindek kegahatan yang dilakuken bak oleh individu maupun

kdompok sddu memiliki pola- pola yang berbeda bak dari segi wakiu,

saana dan caa (modus) yang digunekan agar tujuan dari kgahaan itu

dapat tercgpal. Hd ini sering dismpulkan sebagal istilah modus operandi.



Yang dimaksud dengan modus operandi addah metode dau caa
operasond suatu perbuatan yang mugkin sga terdiri dai sau atau Iebih
dari  bebergpa perbuatan®. Adapun pengertian lain dai modus operandi
menurut Kamus Besx Indonesa yaitu cara aau teknik yang berciri
khusus dari seorang penjahat dalam meakukan perbuatan jahdt.
Pada prindpnya faktor—faktor yang mempengaruni modus operandi
dilaabdakangi oeh pdaksanaan kehendak dengen faktor lainnya Suatu
tindak pidana dilatarbdlakangi oleh ;
a. Oppotunity, yaitu kesempatan atau peluang
b. Need yatu kebutuhan yang diimpiken
Bila kedua faktor terssbut beraks bersama yang didasarken pada
kenginen (desre), bak norma maupun abnorma maka menjadikan

suatu perbuatan.”’

C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga

Kerjalndonesia (PJTKI)

1 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per — 02/MEN/19%4
menjeaskan antaralain ;

Bab | tentang Ketentuan Umum Pasd 1 huruf d, Tenaga Kerja

Indonesia yang sdanjutnya dissbut TKI addah Warga Negara Indonesia

bak laki-laki aau perempuan yang meakukan kegiaan di  bidang

¢ Wawancara dengan Kanit Opsna Polres Ponorogo tgl 10 Me 2008 pukul 09.15 WIB

7 , Diktat Fungs Teknis Reserse, Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia

Akademi Kepolisian, 2003 Semarang, him.239



perekonomian, sodd, kelmuan, kesenian dan oldrega profesond sata
mengikuti pelaihan kerja di luar negeri, bak di darat, laut maupun udara
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Bab | tentang Ketentuan Umum pasd 1 huruf f, Perusshan Jasa
Tenaga Keja Indonesa aau yang sdanjuinya disebut PJTKI addah
Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki
Surat ljin Usaha PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan
tenaga kerja di ddam dan ke luar negeri. Sedangkan yang dimaksud
dengan Surat ljin Usaha Penempatan Perusahan Jasa TKI yang ®anjutnya
dissbut SIUP-PJTKI addah ijin usaha perusshaan jasa TKI untuk dapat
melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak

lain baik di dalam maupun ke luar negeri.

Diddam Undangundang No.39 Tahun 2004 ada bebergpa idilah yang

perlu diketahui antaralain :

- Penempatan TKI addah kegiaan pelayanan untuk mempertemukan
TKI sesua bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja
diluar negeri yang mdiputi kesduruhan proses perekrutan, pengurusan
dokumen, pendidken dan  ldihan, penampungan, persgpan
pemberangkatan,  pemberangkatan ke  Negara  tujuan  serta
pemulanggannya

- Yang meaksanakan penempatan TKI yatu Pemerintah dan pelaksana

TKI Swasta. Peaksanaan penempatan TKI swasta adalah Badan



hukum yang tdah mempeoleh ijin tetulis dai Pemeintah untuk

menyedenggarakan  pdayanan  penempatan  TKI  diluar  negeri.

Perusshaan yang akan menjadi peaksana penempatan TKI swasta

wagjib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI (Surat ljin Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri.®

- Sebaga syarat untuk memperolen SIPPTKI (Surat ljin Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerjalndonesa) :

a

b.

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas

Memiliki moda dalam akta pendirian minima 3 milyar

Setor uang ke Bank dalam bentuk deposito minima 15 juta rupiah

Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri minimal untuk waktu 3 tahun berjadan

Memiliki unit peaihen kerja

Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI

ljin beleku 5 tahun dan diberikan perpanjangan setigp 5 tahun

s

Syaa yang perlu dilakukan oleh perusshaen tersebut sebega

berikut :

1. Wagib mdaporkan secara periodik kepada Menteri;

2. Tdah mdaksanakan penempatan minima 75% dai rencana
saat memperdeh SIPPTKI;

3. Memiliki sarana dan prasarana sesua ketetgpan standar;

8 UndangUndang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pdindungan Tenaga Kerja
Indonesiadi Luar Negeri, Bandung, Fokus Media, 2005, him.8.



4. Memiliki neraca keuangan sdama 2 tahun terakhir tidak
mengadami kerugian yang diaudit oleh akuntant publik;
5. Tidak ddam kondis diskors
Dari bebergpa ketentuan dan persyaratan diatas maka dapat diketahui
bahwa yang dimeksud dengan Perusshaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia / PJTKI illegd addah perusshaan jasa yang tidek memenuhi

sdah sau atau semua ketentuan dan persyaratan diatas sesua undang

undang yang berlaku.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan
Metode pendeketan ddam penditian ini menggunekan metode yuridis
empiris untuk mengetahui  upaya yang dilakukan oleh kepolisan (Kepoligan
Resor  Ponorogo  khususnya) ddam  mengungkap kasus  penipuan  yang
dilakukan olen PITK illegal dii wilayah hukum Ponorogpo.
Yang dimeksud dengan metode yuridis empiris addah metode yang

digunakan dengan menghubungkan antara hukum dengan fakta di lapangan.

B. Lokas Penelitian

Penditian tentang upaya polri ddam mengungkap kasus penipuan oleh
perusshaan jasa tenaga kerja illegd dilaksanakan oleh penulis dengan memilih
Kessiuan Polres Ponorogo  dikarengkan  Polres  Ponorogo  memiliki
kewenangan hukum di wilayah Ponorogo dimana kota tersebut merupakan
sdah stu kota yang ada di Jawa Timur yang memberikan kontribus yang
cukup besar ddlam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Lokes dudi ditentukan pada kawasan / daerah yang banyak mengirim
migran pekerja dan daerah yang sering terjadi kasus penipuan olen PJTKI
illegd. Sdan itu dasar pemilihan lokas addah proping yang terdapat
BP2TKI, Kantor Cabang PJTKI maupun UP3CTKI yang diduga belum

memiliki surat ijin tertulis dai Menteri. Dengan penentuan dan  kriteria



sebaga sumber tenaga kerja addah : Kabupaten Ponarogo, Proping Jawa

Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenisdata ddam pendlitian ini terdiri daxi, yatu :

1 Dataprimer
Yang dimaksud dengan data primer addah hasl penditian di  Polres
Ponorogo atau semua daia yang diperoleh dai hesl penditian mddui
studi  lagpangan, wawancara, <Sudi dokumen, dan observes Igpangan
mengenal  kasus-kasus penipuan yang tejadi yang dilskuken oleh
Perusahaan jasatenaga kerjailega di Polres Ponorogo.

2 Data sekunder
Data sekunder addah data tambahan untuk meengkapi data pakok, dan
sehaknya literatur  yang dikumpulken addah peraturan  perundang
undangan, buku, mgdah, makdah, intenet  yang berkatan dengan tindak

pidana penipuan dan acaranya, ketenagakerjaan, dan kepolisan.

D. Metode Pengumpulan Data
Data dalam pendlitian ini diperoleh dari :
1 Obsarvas
Pengamatan dilakukan terhadap  hukum formil  yang berkatan
dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesa dan fekta yang terjadi

dilgpangan. Yang menjadi objek lan ddam pengamaan ini  addah



penyidik polres Ponorogo dalan  berupaya mengungkepkan  kasus
penipuan oleh PITKI ilegd.
. Survey / studi Lapangan.

Sudi ini dilakukan dengan mdakukan survey terhadgp  PJTKI
PJTKI di Kabupaten Ponorogo, yang tdah terssbar di 21 (dua puluh
sau) kecamaan bahkan sampa pedessan dan PJTKI ilegd ini pada
umumnya dikdola dengan nama sendiri, sdah sau contohnya yang
dikdola TONO, Desa Bulu Kecamaan Badong Kabupaten Ponorogo,
masih belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten
Ponorogo.

Survey juga terhadgp Polres Ponorogo yang juga menjedi objek
lgpang bagi dudi ini kerena Polres Ponorogo menangani  pengungkapan
kasus penipuan yang dilakuken oleh PJTKI ilegd yang penah terjadi.
Sebaga Sumber data, Polres Ponorogo ini mencatat setidaknya sebanyak
24 (dua puluh empat) Perusshaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PITKI
ilegd.

Interview

Metode wawancara yang dilakukan ddam penditian aau Sudi
upgya Polres ponorogo ddam mengungkgp kasus penipuan  yang
dilakuken oleh PJTKI ilegd ini adaah metode wawancara secara langsung
terhadgp penyidik polres yang berkompeten dan berpengdaman ddam
meakuken penydidikan dan penyidikan tentang kasus penipuan Oleh

PITKI ilegdl.



4. Studi Dokumen
Yang menjadi dokumen dudi ini addah berkas perkara tentang
penipuen oleh PJTKI ilegd antara lan mdiputi Berkas Perkara yang
pernah dikirim ke Kgaksaan dan sudah mendgpat putusan hakim, berkas
pekaa yang mesh ddam proses penyidiken atau berkes yang mesh
ddam proses penyidikan.

Penentuan populas responden  tujuan memilih cdon migran ilegd
addah untuk mendusuri  persyadan dan  pola pemberangkatan  yang
ditempuh, kemudian membandingkannya dengan cara legd, sehingga dgpa
diketahui kdemahan dan keunggulannya Sdan itu juga dibutuhkan para nara
sumber untuk memperoleh data dan informas tentang proses pemberangkatan,
permasdahan proses pra penempaan sarta peraiuran dan  kebijakan yang
berlaku. Narasumber tersebut addah pgaba di lingkungan Depnakertrans di
tingkat daerah, PJTKI, UP3TKI, petuges lapang atau pihak ketiga (cao) serta
Penyidik.

Populas ddam penditian ini dipergunsken mddui sampd purposip,
yatu sampd yang ditaik dengan sengga dengan memiliki  kriteria tertentu
yatu antaralan:

(1) Penyidik Polres yang pernah berpengdaman menangani kasus penipuan
ini.
Wawancara dengan penyidik dimeksudkan untuk  memperoleh  data
tentang upaya yang dilakukan ddam setigp pengungkapan kasus penipuan

oleh PJTKI ilegd yang perneh ditanganinya Wawancara dilakukan secara



langsung dengan pgabat / penyidik Polres Ponorogo yang menangani
kasus penipuan yang berkaitan dengan proses migras penduduk ke luar
negeri, mdiputi bagamana penipuan terssbut depat terjadi, bagamana
modus operandi penipuannya, dan lain sebagainya. Yaitu ;
- Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati Zarman, SKM
- Kasat Reskrim AKP Edi Susanto, SH
- Kanit | Sat Reskrim, IPDA Andi YudhaP. S.
- AIPTU Suroso, SH
- AIPDA Suyatman, SH

(2) Korban penipuan oleh PJTKI ilegd untuk menjadi Cdon Tenaga Kerja
Indonsa/ CTKI
Untuk memperolen responden ini berasd dari data korban yang pernah
melgporkan ke Polres ponorogo tentang adanya tindek pidana penipuan
terhadap dirinya yang dilskuken oleh PJTKI illegd sehingga depat
diketahui bebergpa modus operandi penipuan. Yaitu :
- Yopie Widyanto,
- Jumanto,
- Sujiono Bin Karmun,
- Sidin

(3) Pdaku yang medakukan penipuan yaitu :
- Siti Aminah Binti Kamiran

- |chsanto Eko Putro



E. Metode Analisa Data

Meiode yang diguneken ddam penditian ini  addah Deskriptif
Anditis meliputi sudi kasus den dudi pusda Sudi  deskriptif anditis
yatu memapakan faktafakta yang ditemukan dilgpangan, kemudian
mengandisanya dengan  membandingkan dengan  ketentuan yang  berlaku.
Contoh Studi ini addah memaparkan  keadaan bebergpa PIJTKI  kemudian
mengandisa persyadan bagi perusshaan untuk menempatkan dan memberi
perlindungan TKI ddam Undangundang No. 30 Tahun 2004 sehingga
diperoleh data PITKI yang tidek memiliki ijin yang seh aau PJTKI ilegd.
Sudi pusteka dimeksudkan untuk menghimpun data dan informes  yang
rdevan dengan topik dudi yaitu dengan menghimpun literatur yang berkatan
dengan penipuan oleh PITK illegd.

Sud kasus dilakukean medaui pendusuran mengena  langkahtlangkah
yang diambil oeh Penyidk Polres Ponorogo guna mengungkap kasus
penipuan untuk memperolen daa primer. Daa ini kemudian diendisa secara
deskriptif kuditatif dengan menguraikan berkas perkara penipuan oleh PJTKI
ilegd yang pernah ditangani untuk mengetahui  langkahHangkah Polri ddam
mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegd, yaitu tindaken
polri dari tahgp penydidiken sampa dengan tahap pemberkasan. Contohnya
antara lain langkahlangkah polri ddam mencai dan menemukan kg,
barang bukti dan tersangka, penggdedahan, penyitaen dan penangkapan yang

semuanya tertuang secaratertulis dalam berkas perkara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Ponor ogo

Yang menjadi lokes penditian ini addah Kantor Kepolisan Resor

Ponorogo dimana Polres tersebut berkompeten ddam menangani mesaah

masalah sosd, khususnya ddam pengungkapan kasus penipuan.

Stukturd organisas Polres Ponorogo adaah sebaga berikut ;

Kapolresiwaka
Unsur Pimpinan
| | |
Bag Min Bag Ops Bag Binamitra
Unsur Staf
| | | |
Ur Tdematika Unit P3D Ur Dokkes TAUD
Unsur Staf Khusus
| | | | |
SPK Kasat reskrim : Kasat lantas Kasat Intelkam Kasat samapta
Penyidik dan
Penyidik
Pembantu
21 Polsek

Gambar 1 : Struktur Organisas Polres Ponorogo .

“Polres bertugas menyeenggarakan tugas pokok Polri ddam pemdiharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegekan hukum, dan pemberian

perlindungan, pengayoman, dan peayanan kepada masyarekat serta tuges




tuges Pdri lan ddam wilayah hukumnya, sesua  ketentuan hukum dan
peraturan / kebijakan yang berlaku delam organisasi”®.

Polres Ponorogo memiliki sebanyak 866 persond aau anggota Polri yang
mesng-masing terdiri aas 2 kdompok tingkatan yaitu kdompok pewira dan
kdompok Bintara Jumlah polssk ssbanyek 21 polssk den masing-mesing
Polsek membawahi wilayah hukum sdluas satu kecamatan.

Berikut daftar persond Satuan Reskrim Polres Ponorogo, yang merupakan
sauan yang menangani kasus penipuan tersbut diates berikut  kudifikasinya

pernah mengikuti pendidikan kgjuruan ;

No Kepangkatan Jumlah Y ang berkudifikas
1 | Perwira Pertama 3 Persone 2 Persond
(AKP, Iptu, Ipda) Jur reserse dan lantas
2 | Bintara 49 Persond 15 Personel
3 | PNS 2 Personel -
Jumlah 52 Per sonel 17 Personel

Sumber data : Polres Ponorogo , diolah , data sekunder .

Dai data diatas dapat diketahui sebanyak 17 personel Satuan Reskrim Polres

Ponorogo memiliki kudlifikes pendidikan kejuruan.

Lampiran “ C “, Kep. Kapolri No. Pol : KEP / 54 / X / 2002 tentang Organisas dan Taa
Kerja, Jakarta: Mabes Polri .



B. Upaya Polres Ponorogo Dalam Mengungkap Penipuan Oleh PJTKI

Ilegal

a Kegahatankeahatan yang ditangani oleh Polres Ponorogo.

a. Adapun Kkgahaan yang penah ditangani

oeh pewyidk Sauan

Reskrim Polres Ponorogo antara lan sebaga berikut (data bulan  Juni-

Jui 2008) :
Juni Juli
No. Jenis Kgahatan Ket.
L|S|L|S
| | KEJAHATAN KONVENSIONAL
1 | Pencurian dengan pemberatan / Curat 8110910
2 | Curanmor - 1|5 -
3 | Aniayadengan pemberatan/ Anirat 21 2| -1]2
4 | Perkosaan 21 -[1]-
5 | Perjudian 42115
6 | Surat Pasu 21111 (1
7 | Pengerusakan -1 1] - -
8 | Penipuan 412125
I | KEJAHATAN TRANSNASIONAL
1 | Narkoba -1l - -
I | KEJAHATAN KEKAYAAN
NEGARA
1 | lllegd logging 1431

Sumber Data: Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni — Juli 2008.




Dai tabd diaas dgpa diketahui jumlah kasus yang masuk dan ddam

tehgp lidk (L) sebanyak 28 kesus dan meningka pada bulan

berikutnya sebesar 17,85 % menjadi 33 kasus, akan tetapi kasus

penipuan pada bulan Juni 2008 mengdami penurunan sebesr 50%

yatu dai 4 kesus yang masuk dan ddam lidik , pada bulan berikutnya

menjadi 2 kasus

Sedangkan untuk kasus yang sdesa (S), pada bulan Juni 2008

sehanyak 23 kasus dan pada bulan Juli 2008 mengdami peningkatan

sehesr 4,34 % menjadi 24 kasus. Untuk kasus penipuan yang sdesa

mengdami  peningkatan sebesar 150 % pada bulan Juli 2008 terhadep

bulan sebdumnya

K etentuan-ketentuan hukum yang dilangger.

Krimindites yang ditangani di Polres ponorogo di  klasfikeskan

menjadi 4 (empa) jenis kgahatan sesua ketentuan yang dilanggar

yatu :

a Kgahatan konversiond, hukum materilnya adaah KUHP

b Kgahaan Trans Nasond mdiputi UU narkobaUU money
loundring, UU teror, UU perdagangan bayi & wanita, UU cyber
cime, UU penyeundupan senpi, UU perampokan, dan UU trans
economi crime.

) Kegahaan Kekayaan Negara meiputi UU lllegd logging, UU

penambangan tanpaijin, dan UU tipikor.



d Kgahatan Implikas Kontijens attara lan  kerusuhan measa,

konflik etnis dan sepadisme. Hukum yang diguneken addah

undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

b. Modus Operandi Pelaku kejahatan.

Dai daa bulan Juni 2008 dan Juli 2008 yang disampaikan oleh Kanit

Opsnd Sat Reskrim polres Ponorogo Inspektur TK. 11 Andi Yudha Pranata

Siboro addah sehagai berikut ;

JUNI

MODUSOPERANDI

JULI

POLA PELAKU/PEKERJAAN

Pelgar / Mahasisva

Buruh

Petani

14

Ibu Rumah tangga

23

Swasta

28

Karyawan/ Pegawai Negeri

Pedagang

Pengangguran

Pengemudi / Tukang Ojek

Purnawirawan

Sumber Data:

Lan-lan

Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni — Jui 2008




JUNI MODUSOPERANDI JULI
POLA PELAKU /UMUR
2 9— 17 Taehun 1
5 18— 25 Tahun 6
14 26— 35 Tahun 19
8 36— 45 Tahun 18
3 45 Tahun keetas 5

Sumber Data : Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni — Juli 2008

C. Modus Operandi Penipuan berlaar belakang PJTKI aau yang dilakukan
olen PITKI illegd.

Berbaga macam modus penipuan yang berlaiar belakang PJTKI atau

PJTKI ilegd antaralain :

1) Penipuan terhadap cdon TKI oleh pemilik PJTKI yang belum
memenuhi persyaratan yang sah, tercatat di Kabupaten Ponorogo
sebanyak 2 (dua) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI,
10 (sepuluh) cabang Perusashaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI,
dan sebanyak 39 (tiga pulun sembilan) unit  Peayanan, Penyuluhan,
Pendaftaran Cdon Tenaga Kerja Indonesa / UP3CTKI. Polres
Ponorogo telah mencatat sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan

Jasa Tenaga Kerja Indonesia/ PITKI yang belum terdaftar.




2) Penipuan yang dilakukan oleh karyawan aau yang szing dikend
sbaga Petugas Lapangan (PL) dari PJTKI yang tidak memenuhi
persyaratan yang sah, tugasnya guna mencari dan merekrut caon
tenaga kerja untuk disadurkan keluar negeri.

3) Penipuan oleh seseorang yang mengeku telah bekerja sebaga PL atau
petugas lapangan pada PJTKI tertentu tetap faktanya PJTKI tersebut
tidek ada atau sudah tidek beroperas lagi.

Jumlah pekaa yang sing tejadi yatu pada point ke 3) namun

maesyarekat yang menjadi  korban penipuan terssbut jarang melgporkan ke

goarat penegak hukum, karena sebagian besar para cadon TKI ini berharap
uang sbaga  jaminen  pemberangkatan  keluar  negeri yang  sudeh
diserahkan kepada pelaku dapat kembadli lag.

Para pdaku penipuan ini pada umumnya memiliki pekerjaan sebega

wiraswasta dan pernah bekerja sebaga karyawan suatu perusshaan jasa

tenaga kerja, bak laki-laki maupun perempuan den umur antara 25 Tahun

§d 40 Tahun. Sedangkan yang menjadi korban penipuan ini addah

masyarakat desa yang berpendidiken rdaif mash rendah dan mereka

yang hendak lulus dibangku sekolah kemudian mencai  pekerjaan.

Bebaga tawvaran menggiurken dijanjikan oleh peaku kepada mereka

berikut kemudahan ddam pengurusen administras cdon tenaga kerja

Cdon diminta persyaraan untuk dipenuhi yaitu dengan menyerahkan

uang muka ssbaga jaminen, setdah uang dterima peaku meka peaku

tersebut mdarikan diri.



Berikut sampd yang diambil sebagal contoh kasus antaralain :

1. Contoh kasus penipuan yang didami oleh SUJONO BIN KARMUN,
umur 24 Tahun , dama RT 02/02 Dusun Gobang Desa Gabe
Kec. Kauman Kabupaten Ponorogo, merupakan korban penipuan yang
dilakukan oleh tersangka SITI AMINAH BINTI KAMIRAN, umur 39
Tahun, damat J. Letjen Suprgpto No. 9 Kd. Ronowijayan Kecamatan
Sman Kabupaten Ponorogo. Kronologi perkara terscbut  yatu korban
mendatang kantor UP3CTKI milik tersangka SITI AMINAH karena
berminat bekerja kduar negeri dan mendgpat informas  adanya
UP3CTKI tersebut. Tersangka SITI AMINAH mendirikan kantor Unit
Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Caon Tenaga Kerja Indonesia
(UP3TKI) dengan nama CV.CITRA NUSA KARYA SEMESTA dan
tdah mendapatkan surat Keputusan dari Kadin Tenaga Kerja dan
Transmigras  Kabupaten Ponorogo. Korban SUJONO  BIN
KARMUN bertemu dengan tersangka dan tersangka menjanjikan
dapat memberangkatkan sebegai caon TKI ke Negara Korea Sedatan
dengan waktu pding lama seminggu setdah  peunasan  biaya
Tersangka SITI AMINAH mengatakan “Ada job order ke Korea
Sdaan, sya bisa janjiken untuk memberangkatkan dan  bekerja
dengan ggi 700 WON (lima juta rupiah), tetapi ada persyaratan
adminigras”. Sadah pedunasan sebanyak Rp.  55.000.000,00 (lima
puluh lima juta rupiah) sdama dua tahgp oleh korban mdadui rekening

BNI yang diberikan tersangka, setdah seminggu  kemudian  janii



tinggd janji. Alasan yang diberikan tersangka yatu disebabkan VISA
belum turun namun tak kunjung teredlisasikan®.

Contoh perkara penipuan dengan tersangka ICHSANTO EKO
PUTRO, 29 Tahun, damat Perum Sidomulyo Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo.

Modus tindek pidana penipuan, menjanjiken terhadgp Cdon Temwga
Kerja Indonesia (CTKI) tujuan ke Negara Tawan dan Negara Kores,
dengan syarat menyerahkan surat-surat dan sgumlah uang, terjedi
pada antara bulan agustus 2005 ¢d bulan goril 2006 yang dilakukan
oleh tersangka ICHSANTO EKO PUTRO, umur 29 tahun, pekefjaan
Kepaa UP3CTKI ™ PT ACM '’ (ASSANA CITA MITRA BANGSA
Ponorogo damat Kantor J Batorokatong 172 Ponorogo) damat tempat
tinggd Perum Sdomulyo C-1 Desa / Kec. Babadan Kab. Ponorogo.
Korban semuanya berjumlah 64 CTKI (Tujuan ke Negara Tawan 33
CTKI dan tujuan ke Korea 31 CTKI). Korban yang tdah meapor
(sudah di BAP) sgumlah 31 orang, diantaranya Nama YOPIE
WIDYANTO, Umur 32 Th, Pek. Swasta, damat Ds. Swaan
Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. Para korban tersebut telah mendaftar
sebaga Tenaga Kerja tujuan ke negara Tawan dan telah menyerahkan
suratsurat kdengkgpan seperti yang  diperintahkan  tersangka,
diantaranya : Foto kopy KTP, KK, ljasah terakir Adi, Sura ijin

orang tua, Surat Keterangan dari Kepda Desa / Keurahan, dan juga

10

Resume Berkas Perkara, Polres Ponorogo. No. Pol. : BP / 03 / 1l / 2008 / Polres Tanggd
04 Pebruari 2008,



telah menyerahkan sgumlah uang muka (DP) kepada tersangka :
Tujuan ke Negara Tawan jumlah 33 (tiga puluh tige) orang masing
mesing telah menyerahkan uang ke tersangka sebagal biaya DP antara
Rp. 5.000.000- gd Rp. 6.000.000,- (lima juta rupish d enam juta
rupiah). Sedangken tujuan ke Negara Korea jumlah 31 (tiga puluh
sau) orang masngmasng teah menyerahkan uang ke tersangka
sebaga biaya DP antara Rp. 10.000.000,- ¢d Rp. 27.000.000,-
(spulun juta rupish §d dua puluh tuyuh juta rupiah). Kegadiannya
sbaga beikut : Antara bulan agusus 2005 d bulan il 2006
korban YOPIE WIDYANTO, Cs secara bergantian, masing-masing
CTKI meminta informas / menanyakan kesempatan kerja keuar
Negeri tujuan ke Taiwan dan ke Korea kepada tersangka ICHSANTO
EKO PUTRO maupun kagpada kayawan, bertempat di  kantor
UP3CTKI PT ACM Ponorogo J. Batorokatong No 172 Ponorogo.
Pada ssat  tersangka menerima para korban baik saat minta penjelasan
maupun saat pendaftaran, waaupun saat itu belum ada kepastian
pengiriman TKI ke Negara Tawan dan Korea, tersangka sudah
melakukan perekrutan / pendaftaran terhadap para CTKI dan tersangka
sddu mengataken “Agar segera melengkapi surat-surat dan
menyer ahkan sejumlah uang muka (DP) kepada ter sangka, karenaada
kesempatan kerja keluar negeri dengan tujuan ke Negara Taiwan dan
Negara Korea, dan dijanjikan akan cepat diberangkatkan/kerja,

paling cepat satu/dua bulan, dan paling lama sekitar enam s/d tujuh



bulan, dan pasti tetap akan berangkat kerja” Dengan janji-janji yang
disampaikan oleh tersangka tersebut diatas, sdanjutnya korban YOPIE
WIDIYANTO, Cs, yang jumlahnya mencgpa 64 (enam puluh empa)
CTKI bak yang akan kerja ke Tawan (jumlah 33 orang) maupun
yang a&kan kerja ke Korea (jJumlah 31 orang) segera meengkapi surak
surat dan menyerahkan sgumlah uang kepada tersangka Sbb @ Tujuan
ke Negaa Tawan sgumlah antara Rp. 5.000.000,- §d Rp. 6.000.000,-
(lima juta rupiah gd enam juta rupiah) Tujuen ke Tujuan ke Negara
Korea sgumlah antara Rp. 10.000.000,- §d Rp. 27.000.000,- (sepuluh
juta rupish §d dua puluh tujuh juta rupigh) Akan tetgpi stelah korban
YOPIE WIDIYANTO, Cs tdah menyerahkan uang kepada tersangka,
karena tersangka belum menerima permintaan pengiriman Tenaga
Kerja / Job Order secara padti dari Negara pengguna Tenaga Kerja
Indonesia, bak dari Negara Korea , dan juga bedum menerima perintah
perekrutan dari kantor pusat PITKI PT ACM aamat di J. Dr. Citanaa
Gg D-O No 59 Karangsari, Kec. Batuceper, Kab. Tangerang, Proping
Banten, pimpinan Ir. HENGKY ASSANA. Maka sampai batas waktu
yang dijanjikan oleh tersangka sudah berldwsampa sskarang , korban
YOPIE WIDYANTO, Cs tidak jadi berangkat kerja keluar Negeri
sbaga TKI speti gpa yang dijanjikan tersangka, yang sdanjutnya
sk bulan April 2006 tersangka meariken diri. Jumlah Uang
korban CTKI An. YOPIE WIDIYANTO Cs (31 saks / yang sudah

d BAP) yang tdah ditaima tesangka, sduruhnya sgumlah



Rp. 503.100.00000 (lima ratus tiga juta seraus ribu rupiah). Akan
tetapi sgumlah uang tersebut oleh tersangka tidek digunakan untuk
kepentingan biaya proses CTKI dan juga tidek diserahkan kepada
Sdr. Ir HENGKY ASSANA, sdaku pimpinan / Dirut PJTKI
“PT ASSANA CITA MITRA BANGSA" Jakarta, akan tetapi oleh
tersangka digunekan untuk kepentingan sendiri dan kebutuhan sdama
melaikan diri sdama wektu sekitar sau tahun. Akiba  kejadian
tersebut korban YOPIE WIDYANTO Cs (31 korban yang telah di
BAP) tidek jadi berangkat sebaga TKI ke Luar Negeri (Tawan dan
Korea) dan mengdami kerugian uang sgumlah Rp. 503.100.000,-
(lima raus tiga juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian tersangka
ICHSANTO EKO PUTRO dapat diduga telah melakukan perbuatan
penipuan, yang diduga telah melanggar pasal 378 KUH Pidanal* .
d UpayaPalri untuk mencegah
Sdtigp langkah yang dilekukan oleh Polres Ponorogo  dituntut
untuk lebih  trangparan  dan  akuntabd menuju  supremas hukum.
Bertambahnya eksistens Polres Ponorogo meka demand (tuntutan) dari
publik sdaku customer untuk mendgpatkan perlindungan, pengayoman
dan pdayanan yang mekama dai Korps Kepolisan Negaa Republik
Indonesiajuga meningket.
Masyarekat Ponorogo pada saat ini tdah memiliki - pengetahuan

dan keberanian untuk memberiken kontribus berupa kritiken dan saran

% Resume Berkas Perkara, Polres Ponorogo. No. Pol. : BP / 111 / VII / 2007 / Polres Tanged
25 Juni 2007.



demi tampilan yang sempurna bagi sosok Polri bak secara performa

maupun ddam tugas dan fungsnya ddam proses penydidiken den

penyidiken tindak pidana, termasuk penipuan yang dilakukan oleh PJTKI

ilegd. Ddam menyikapi berbaga perubahan ditengah-tengah masyarakat

Polri  khususnya Polres Ponorogo dituntut berupaya mengembangkan

drategi dan kemampuan profesond kepolisan dengan tetgp berlandasken

padanila- nilai ided Tri Brata sebagal pedoman karya

Nilai- Nilal tersebut antaralain ;

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap
Tuhan yang Maha Esa

2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan ddam kemanusaan ddam
menegekkan hukum negara kesatuan republik indonesia berdasarkan
Pancasiladan Undang-undang Dasar 1945.

3. Mdindungi, mengayomi dan melayani masyarekat dengan kekhlasan
untuk mewujudkan keadilar’? .

Adapun  untuk  mengoptimalkan  tugestugasnya, khususnya ddam

mengungkap kasus penipuan berlatar belakang PJITKI ini, bebergpa upaya

dlaksanakan mula dari tingkat Polres (Ponorogo) sampal  tingkat Polsek

yang merupakan ujung tombak Polri, antaralain :

1. Upaya Preventif aau Pencegahan terhadgp terjadinya penipuan oleh
PITKI ilegal.
a Menydenggaakan pendidikan masyarakat (Dikmes) sgak dni d

lingkungan pendidikan dengan menjdin kerjasama dengan Kantor

2" Divid Binkum Polri, Kode Etik Profes Kepalisan, Jakarta, 2002 , himiiii



Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Kantor Dinas Tenaga
Kerja, dan organisas masyarakat mddui publikes edukatif.

Publikes ini diberikan kepada mereka dengan cara pemberian
payuluhan dimana materi yang disampakan yatu UU no. 39
Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI keduar
negeri dan  modus-modus - penipuan yang dilakukan oleh oknum
perorangan yang mengatasnamakan perusshaan jasa TKI, yaitu
penipuan oleh seseorang yang mengklam dirinya sebagal  petuges
lgpangan (PL) suatu PJTKI dan bertugas untuk merekrut caon TKI
mddui janji tanpa mddui prosedur yang benar, aaupun penipuan
yang dilakukan oleh PITKI ilegd (PJTKI yang tidek memenuhi
persyaratan daam pendirian PJTKI seperti yang telah diaur daam
undangundang no. 39 Tahun 2004). Pedaksaneen Dikmas ini
dilakukan sedini mungkin  kepada masyaska yang mula
memikirken untuk mencari pekerjaan aau yang Sap berangkat
untuk bekerja, yaitu pegar kelas 3 SLTA / sekolahyang sedergat,
mehassva semester akhir dari suatu  perguruan tinggi, Serta
kelompok-kdlompok masyarakat di pedessan dimana sumber daya
manusanya mash kurang mengena bagamana seharusnya untuk
bekerja diluar negei, gpa sga yang menjadi syad, dan lain
sebagainya sehingga tidek mudah untuk  diperdaya dengan cara
ditipu oleh PJTKI yang tidak memiliki ijin sesua  ketentuan.
Potens teajadinya peidiwa penipuan  dengan ddih  aken

mengirimkan cadon Tenaga Kerja Indonesa cukup besr sdain



dikarenakan minimnya pengetahuan maupun  sumber  daya
manusa masyaaka pedessan mash rdatif kurang, jaminan
perlindungan dari PITKI ilegd tersebut jugatidek ada

b. Mensosdisaskan dan  menergpkan community policing  atau
perpolisan masyarekat.
Perpolisan masyarakat aau yang dikend dengan POLMAS
mengandung pengertian modd  penydenggaraan  fungd  kepolisan
yang menekankan pendekatan humanisme atau maenusia, Sebaga
pewuyudan dai Kepolisan Spl dan yang menempakan
mesyarekat sebaga mitra kerja yang setara ddam yaya penegakan
hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peda hakekatnya polmas mengandung dua unsur utama antara lain;
1) Membangun kemitraan antara polis dan masyarakat
2 Menydesakan bebaga mesdah sosd yang tejadi ddam

masyarakat lokal. ™

Sebaga  pewujuden polmas ini dengan dibentuknya Forum
Kemitraan Polis dan Masyaekat yang disngkat dengan FKPM
yang tujuannya untuk meningkaken partispas masyarakat ddam
ungkap kasus penipuan terhadgp cdon TKI dan sebaga early
warning terhadap peristiwa penipuan yang terjadi sehingga dapat
segeradi tindaklanjuti.

13 AKP Sugiharto, SH, M.Hum, Majalah Semeru, penerhit Bid Humas polda Jatim, 2007, lembar
forum hukum him.12



c. Ddam lingkup intend, polri  mengambil langkeh  guna

mengenddikan  tindeken polis yatu dengan penegasan ddam
penergpan  “Maklumat  Kgpolda Jatim* tentang  mekanisme
penydidikan dan penyidikan tindek pidana agar dilakukan secara
terbuka dan trangparan. Bebergpa hd yang terpenting ddam
meklumat tersebut antara lain, Pertama polri harus bekerja secara
profesond dan proporsond sesua prosedur, Kedua polri harus
memberikan pdayanan masyarakat sebalk mungkin, dan Ketiga
sbaga  pemdihaa kamtibmas maupun  penegak  hukum  harus
dijiwa odeh tampilan sebaga pdindung, pengayom dan pedayan
mesyarekat, sgdan sebaga paradigma baru yang mengabdi  pada
kepentingan masyarakat.

Meningkatkan koordinas lintas sektora

Ydtu dengan menjdin kejasama dengan indans-indans  yang
terkait misanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras, Perangkat
Pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan, Paguyupan PJTKI, dan
sbaganya ddam hd upaya pencegahan tindek pidana yang
berkaitan dengan TKI seperti misdnya ddam penertiban PITKI
yang bdum terdaftar, sehingga bila terjadi penipuan oleh PJTKI
terscbut depat terdeteks  dan  teridentifikes, ataupun  setideknya
dgpa meminimaisr nia untuk menipu karena PJTKI yang

dimiliki sudah sah dan terdaftar di Dinas Nakertrans.



2. Upaya Represf terhadep kasus penipuan yang dilakukan oleh PJITKI
ilegd.

Langkah yang diambil oleh Polres Ponorogo sebaga tindakan
penegekan hukum addah dengan mengupayekan perkara penipuan
deh PJTKI ilegd yang tdah dilaporkan olen masyarakat (korban)
dapat di proses ddam pengadilan sehingga dapat memberikan efek jera
sata pembinaan terhadgp pelaku. Upaya tersebut dilakukan medui
penergpan  proses hukum secara prosedurd di  setigp  pentahgpan
penyidikan, meksudnya addah serangkaan tindeken penyidik ddam
mencari dan mengumpulkan bukti dan membua terang suau tindak
pidana, serta guna menemukan tersangkanya dilakukan menurut cara
yang diatur oleh undang-undang yaitu KUHAP.

Metode pemerkscan yang dilakukan dalam mengungkap kasus
penipuan oleh PJTKI ilegd ini menggunekan metode pemeriksaan
biasa seperti yang diatur ddam KUHAP dan penergpan pasa penipuan
yang sesua addah pasd 378 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidang).

Tindekan penyidik ddam mencai dan mengumpulkan bukti
berupa da bukti yang ssh sddu mengedepankan tujuan yaitu
pembuktian di persdangan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sangat penting
dalam proses pemeriksaan Sidang Pengadilan, karena pembuk tianinilah

ditentukan nasib terdakwa.*

14 Drs Herman S.Sumawirga, Irjend.Pol., Perbuktian dalam penyidikan tindak pidana di Jawa
Timur, Penerbit Ditreskrim Polda Jatim, 2008 him. 5



Adapun sgem pembuktian yang digunekan menurut KUHAP addah
gdem pembuktian menurut  undang-undang secara negatif, maksudnya
addah “sdah tidaknya seorang terdskwa ditentukan oleh keyakinan hakim
yang didasarkan kepada cara dan dat-da bukti yang ssh menurut undang
undang.”

Beikut ini  meupakan bagan mekaniame Penyidikan tindek pidana
penipuan yang dilakukan olen PITKI illegd di Polres Ponorogo :

'd 2\
LAP YG DITERIMA MRPKN
(L o AWA? DARI GIAT LIDIK 1. UNGKAP TSK & LAKUKAN TP
L y, 2. LAK LIDIK YG DIPERLUKAN DI TKP
e . ™ 3.SITA BB
TELITILAP : 4. BUAT BA SITA BB, LAPOR KPD

« TP/BUKAN
« SIADIDEMENBABI PENYIDIK POLRI

\_ (7KAH) )

[TELITI TP YG DIPER N0
TERIMA SANGKAKAN: TINDAKAN, TERTANGKAP TANGAN ]
LAP/ADU « AGAR DPT DILAK SIDIK ~

(- PSLBRP/UNSURPSL E B

TANGKAP, GELEDAH, SITA,
/ PILIHTENTUKAN CB = ) RIKSA & TAHAN

1. PULBAKET2.

- IDENT TSK -

- LOKASI,KEKUATAN [ MELAKUKAN TINDAKAN ATAS ]

U 2 PERHIT RESIKO YG PERINTAH PENYIDIK
MUNGKIN TIMBUL

3. CARI/TENTUKAN
\ SAKSI/BB & TSK

Sumber Data : Polres Ponorogo , diolah , data sekunder.

Hal-hd yang perlu diperhatikan ddam menerima lgporan adanya perisiwa
penipuan addah menentukan Sgpa, dimana, dan berbuat tindak pidana gpa

(sesua unsr-unsur pasd penipuan)  sehingga  dgpa  dilakukan

penydidikan.




Ddam upaya pembuktian sdama proses pemeriksaan, ada sebuah teori

yang <ddu digunekan oleh penyidk Polres Ponorogo yatu teori

pembuktian segitiga yang dituangkan dadlam bagan sebagal berikut;

SAKSI

TEORI BUKTI SEGI TIGA I
UTK UJI KEBENARAN
DAN KETERKAITAN
ANTAR BUKTI - BUKTI

\_ /

: |

DIMANA ANTAR KOMPONEN SATU DAN LAINNYA
MEMBENTUK MATA RANTAI PEMBUKTIAN GUNA
MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA

Gambar 2 : Bagan Teori Pembuktian Segitiga

Penjelasan :

Ddam menguji suatu kebenaran dibutuhkan tiga komponen yang sding
bersesuaian sdain  TKP. Komponertkomponen itu antara lan  peaku
penipuan, baik oknum perorangan maupun kedlompok ddam hd ini PITKI
illegd, skd-sskd mdiputi ssks korban maupun orang yang mendengar,
mdiha aaupun merasskan tindek pidana penipuan terjadi dan komponen
yang terekhir addah barang bukti mdiputi uang, dokumen ataupun surak
surat tertulis yang lain serta da-da yang berkaitan dengan tindeak pidana

penipuan.



C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polres Ponorogo Dalam Mengungkap
Kasus
Mengungkapkan suatu kasus bukanlah hal yang mudah dan dibutuhkan
kessbaran serta keuletan dari aparat penegek hukum. Apdagi waktu untuk
penydessian <digp berkes pekaa di dead line dengan limit tertentu,
umumnya sdama 20 hari, bak perkara besr maupun perkara kecil. Berbega
upaya yang dilakukan oleh Polres ponorogo ddam mengungkap tindek pidana
penipuan yang dilakukan oleh PITKI ilegd tidek sdamanya dapat berjaan
lancar.
Beberapa faktor yang menjadi kendda dapat diklesfikeskan menjadi
2 (dua) antaralan :
1 Kenddalnternd mdiputi ;
a. Sumber DayaManusia ( SDM ) Polri.
Kudites sumber daya Polri ditentuken oleh karakterisik masing
mesing penegek hukum yang diawdi dai laarbdakang kduarga yang
sangat bervariad sehingga skgp, mentd, dan  kepribadiannya juga
beraneka ragam. Ha ini secara langsung dapat  berdampak  pada
mekanisme penegekan hukum juga bermacam-macam caranya
Seorang Penyidik Polri harus memiliki mentd yang bak, jujur, sarta
menjunjung tinggi keedilan. Contoh kenddaini antaralain :
- Seorang Penyidik yang tidak mampu mengenddikan emosinya
pada saat pemeriksaan terhadap tersangka.

- Penyidikan yang tidak obyektif dl



b. Pengetahuan
Pentingnya  pengetahuan  ddam  mendukung lancarmya  proses
penyidikan sangetlah besr. Dai 52 (lima puluh duad) persond/
penyidik yang dimiliki oleh Sa Reskrim Polres Ponorogo, hanya
sbanyak 9 penyidk yang pensh mengikuti  Pendidiken Keuruan
(Dikdur) sementara 33 (tiga puluh tiga) persond lainnya belum.

c. Jenjang Pendidikan
Jnjang Pendidikan tetinggi  yang dimiliki olen bebergpa penyidik
hanya sampa  S-1,sehingga pola pemikiran berbeda jika dibandingkan
dengen tingkat pendidiken digtasnya

d. Koordinas antar Staf / Satuan.
Koordnas antr daf maupun Satuan yang kurang optima misdnya
penyidik dengan petugas lgpangan / operasond ddam mengumpulkan
baang bukti maupun sk9 tidek sgpaham  sehingga  penyidikan
semakin tidek terarah.

e. Teknis Cara Pengungkapan
Teknis yang diguneken ddam mengungkap setigp kesus sdau berbeda
dikarenakan sdtigp penipuan yang dilakukan juga sddu tidek sama
caanya, sehingga membutunkan perencanaan  (waktu, anggaran,
petugas, dan sebagainya) yang baru ddam mengukgp kasus penipuan
yang baru.



2 KenddaEksernd mdiputi ;
a. Depnaker.
Koordines yang dilakukan olen dinas tenaga keja kepada Polri
tantang adanya PJTKI illegd yang berpotens meakukan penipuan
mash jarang dilakukan. Ha ini menunjukan bahwa upaya pengawasan
dan penertiban PIJTKI hanya dlakukan oleh ingtitus Polri sga
b. Aparat Pemerintahan Desa
Informes yang sdah dari aparat pemerinteh desa mash sering terjadi
ddam hd yang berkatan dengan identitas bak cdon tenaga kerja yang
masih dibawvah umur maupun para pemilik PJTKI / UP3TKI. Sehingga
allit untuk mengidentifikes para pdaku maupun cdon TKI yang
menjadi korban penipuan tersebut.
c. Saranadan Prasarana
- Dukungan Anggaran
Untuk mengukap suau kasus sering kai membutuhkan dana yang
sangat banyak sedangken biaya penyidiken yang diberikan tideklah
sebanding.
- Dukungan Logidik
Perdaan identifikes untuk pendukung pembuktian yang dimiliki
oeh Polres Ponorogp bdum lengkgp misdnya ddam
mengidentifikes dokumen pasu, dan sdbaganya sehingga harus
meminta bantuan laborataium forensk yang letaknya diluar kota

(Surebaya).



d. Stuad, lokad, dan geografinya

Tingkat pendidiken masyarakat pedessen rdatif mesh rendah
sehingga peluang terjadinya penipuan sangatleh besar. Pada umumnya
mesyarakat pedessan sangat mudah dipengaruni mddui  propagenda
atau tawarantawaran yang menggiurkan agpabila bekerja diluar negeri
dan memberikan kehidupan yang lebih menjanjikan.

Lokas yang jaih dgpa mengganggu lancammya proses
penyidikan, antara lain rumah ssks ataupun tersangka di pedosok desa
aaupun luar kota sehingga agek sulit ddam meakukan pemanggilan.

Karakteristik masyarakat pedesaan itu sebagian besar bermata
penceharian petani, padehd kondis taneh di daerah tersebut tidek
terldu menghadlkan. HA ini yang mendorong minat keuar negeri
akan tetgpi tidek diseta dengan SDM  yang terampil den
berpengetahuan luas.

e. Faktor waktu pelgporan.

Kasus-kasus saringkdi  dilaporken  stdlah  bebergpa  tahun

kemudian sehingga ddam upaya pencarian dan pengumpulan barang

bukti mapun sakd agek kesulitan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dai urdan upaya dan kendda- kendda yang dihedgpi oleh Polres
Ponorogo ddam mengungkep kasus penipuan yang dilakukan oleh PITKI
illegd, maka penulis mengambil kesmpulan bahwa :

Modus operandi peripuan yang terjadi di Polres Ponorogo  dilakukan
melaui propaganda yang ditawarken oleh oknum PJTKI ilegd, aaupun cao,
yatu dengan caa mengelabui para cdon tenaga keja dan  memberikan
tavaran pekerjaan yang menggiurken sarta janji- janji akan memberangkatkan
paa cdon TKI terssbut sesua hargpan, sébdlumnya oknum ini menuntut
pembayaran uang muka. Setelah uang muka (DP) dibayarkan aau diserahkan
kemudian uang terssbut dibawa kabur.

Adapun yang menjadi kendda-kendda tidaklah berarti sehingga upaya
penegekan hukum khususnya pengungkgpan kasus penipuan olen PJTKI ilegd
dapat tetap berjdan lancar.

Pada akhir kesmpulan ini dgpa diketahui bahwa, untuk mencegah
penipuan dengan modus operandi diaas, Polres Ponorogo tdah berupaya
untuk melakukan pencegahan / preventif mdiputi pemberian bimbingan dan
penyuluhan, soddisss undang-undang no. 39 Tahun 2004, menergpkan
community policing aau perpolisan maesyarekat, peningkatan pengawasan
internd polri serta meningkatkan koordines lintas sektord  seta melakukan
upayaupaya represf untuk menekan tindak pidana penipuan tersebut medui
mekanisme penyidikan sesua aturan hukum hingga dibawa ke peradilan.



. Saran

Dai tinjauan yuwridis tentang upaya Polres Ponorogo ddam
mengungkep kasus penipuan yag dilakukan oleh PITKI illegd ddam tulisan
ini depat diketahui dengan jelas bahwa tindak pidena penipuan yang dilakukan
oleh PJTKI illegd addah mempunya landasan hukum yang sangat kuat yang
berasad dari KUHP dan KUHAP. Namun karena adanya berbagai perseps dan
melinat kenyataan dilgpangan, maka peda tataran praktek di lgpangan sering
kdi tejadi hambatan-hambatan ddam pdaksanaan untuk mengungkep kasus
penipuan yang dilakukan oleh PITKI ilegd ini.

Dengan demikian yang haus dilakukan untuk mengatas hambatan yang
muncul yang harus dilakukan addah :
Polres Ponorogo dapat meakukan sosdisad  undang-undang no 39 tahun
2004 tentang perlindungan dan penempaa TKI ke luar negeri. Diupayakan
tidek hanya ditujuken kepada cdon TKI yang akan lulus dibangku sekolah
sga mdankan juga diberikan kepada masyaraka umum sehingga peuang
terjadinya penipuan oleh PITKI ilegd ini dgpat diminimaigr.
Dengan cara meningkatkan kerja sama yang bak dengan ingans-indang
tekat untuk memberiken bimbingan dan penyuluhan, adgpun indang
yang terkait addah :
Disnaker
Dinas Pendidikan Nasiond

PJTKI yang dibentuk oleh pemerintah maupun svasta



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

J.C.T.Smorangkir, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jekarta, 2006.
Drs. Rudy T. Erwin, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
JT. Prasetyo, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jekarta, 2006.

Adami Chazawi, Kejahatan TerhadapHarta Benda, Penerbit Bayumedia, Maang,
2008,

Modjano, Asas- asas Hukum Pidana , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Herman S.Sumawiregja, Pembuktian dalam penyidikan tindak pidana di Jawa
Timur, Penerbit Ditreskrim Polda Jatim, Surabaya, 2008

, Diktat Fungsi Teknis Reserse, Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesa Akademi Kepolisan, Semarang, 2003.

Modjano, Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Penerbit Bumi Aksara, 2007.
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1997.

, Penjabaran Unsur—unsur Pasal Dalam KUHP Dan Resume
Kasus Buku I, Divbinkum Polri, Jekarta, 2003.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Penerbit PT Raga
Grafindo Persada, Jekarta, 2004.

Sdjipto Rahardjo, |1lmu Hukum Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Penerbit Liberty, Y ogyakarta, 1999.

, Kode Etik Profesi Kepolisian, Penerbit Asa Mandiri, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya



Undangundang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Republik
Indonesia Besarta Penjelasannya

Undang-undang Rl Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K eenagekerjaan

Keppres Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Polri

Internet :

Redaks bditfo@nakertrans.go.id

www.hakertrans.go.id

www.hukum onlinecom

WWW.SUara pembaruan.com

MassMedia:

Magdah Semeru, nomer 327, September, 2007

Laporan :

Andisadan Evauas Fungs Reskrim Polres Ponorogo, Juli, 2008



ye-qn-A103is0dal



